BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR » TAHUN cu20

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

ai : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Daerah,
Tg%ﬁf,ﬂ(:fﬁ optimalisasi pelayanan dan dengan memperhatikan
perkembangan perekonomian di Daerah, maka tarif retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sudah

tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keiiangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 50295);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor’ 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679); :

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Pemerirﬁah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 73j Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

Peraturan Pemerintah Nomor .55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perargkat Daerah
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 175);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 147);

17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30).

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 9 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN  KENDARAAN
BERMOTOR.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9
Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 147)
diubah sebagai berikut : :

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan
jenis kendaraan bermotor yang diuji.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan -sebagai
berikut:

a. Retribusi pengujian berkala terhadap Kendaraan Bermotor

Wajib Uji :

1. Mobil Bus dan Mobil Barang dengan Jumlah Berat
yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 9.000 kg
(sembilan ribu  kilogram), sebesar Rp 40.000,00
(empat puluh ribu rupiah) per kendaraan;

2. Mobil Bus dan Mobil Barang dengan Jumlah .Berat
yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 9.000 kg
(Sembilan ribu kilogram), sebesar Rp 335.000,00
(tiga puluh lima puluh ribu rupiah) per kendaraan;
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3. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan, sebesar
Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kendaraan;

4. Mobil Penumpang Umum, sebesar Rp 30.000,00 (tiga
puluh ribu rupiah) per kendaraan;.

b. Retribusi penggantian bukti lulus uji berkala kendaraan
bermotor berupa kartu uji (smart card) dan tanda uji,
sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per set;

c. Retribusi penggantian Buku Uji Berkala, sebesar
Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per buku;

d. Retribusi penggantian  Tanda Uji / Pelat Uji dan Tanda
Samping, sebesar Rp 8.500,00 (delapan ribu lima ratus
rupiah) per set.

e. Retribusi numpang uji terhadap kendaraan dari luar
daerah yang diujikan di Daerah, dikenakan retribusi
sesuai dengan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf
d.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kudus.
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| Toloh diell ates hebe “C":‘i«—l Ditetapkan di Kudus

Rl o _-4(?-7‘“/1 pada tanggal 7 jeret 2020

}/ Pit. BUPATI KUDUS,
y | AS : WAKIL BUPATI

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 3 i.ret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

lethg'n_

SAM’ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2veu NOMOR 7.
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